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ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul “Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan
Perceraian (Studi Kasus di Pengaadilan Agama Padangsidimpuan)".
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksud dengan taklik talak,
apakah jenis pelanggaran taklik talak yang lebih dominan sebagai alasan
perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan faktor apa saja yang
melatar-belakangi terjadinya pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan taklik talak, untuk
mengetahui poin taklik talak yang sering dilanggar oleh suami sebagai alasan
perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan untuk mengetahui faktor
yang melatar-belakangi terjadinya pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan

Penelitian ini menggunakan field research, yaitu mengambil data dari
lapangan penelitian, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen
dan studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif
kualitatif.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diketahui bahwa alasan
pelanggaran taklik talak yang lebih banyak terjadi di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan adalah suami membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama
enam bulan dan menyakiti badan/jasmani istri (penganiayaan). Hal ini
disebabkan, suami tidak memenuhi tanggungjawabnya sebagai kepala rumah
tangga dikarenakan tidak mempunyai pekerjaaan tetap, malas bekerja, suka
meminum-minuman keras, kurang peduli terhadap keluarga dan tentunya
menyebabkan terjadinya pertengkaran. Pada bagian lain kualitas pendidikan istri
yang semakin tinggi, semakin menyadarkan mereka atas hak-hak istri, termasuk
gugat ceral.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada
transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan R1 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam system tulisan arab dilambangkan
dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba b be
< ta t te
< sa S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
d ha h h (dengan titik di bawah)
d kha kh ka dan ha
3 dal d de
3 zal z zed
J ra r er
J zai z zet (dengan titik di atas)
o syin S es
o syim sy es dan ye
ol sad S s (dengan koma di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah)
] ta t te (dengan koma di bawah)
5 za z zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain ¢ koma terbalik
¢ gain 9 ge
o fa f ef
%) gaf q Ki
J lam I el
a mim m em
o nun n en
) waw w we
® ha h he
s hamzah aposrof
¢ ya ya ye



2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa arab bahasa Indonesia terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
fatah a a

R kasrah i i

—i dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf latin Nama

G... fatah dan ya ali adani

3. fatah dan wau au adanu
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Nama Huruf latin ~ Nama

s fatah dan alif atau ya a a dan garis di atas
G... kasrah dan ya i I dan garis di atas
3. dammah dan wau u u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

1.

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah,
transliterasinya adalah /t/.

Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasysdid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda,

tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

6. Kata Sandang



Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh
huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai

aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

syamsiyyah maupun gamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu
hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu
terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini
penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh
katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena
itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Rl Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat
berhubungan satu sama lain, mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup
saling dalam kedamaian. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT
berikut :

T -
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.!

Allah mengangkat derajat manusia di atas makhluk-makhluk-Nya yang
lain. Hal ini dapat terlihat dengan adanya ketetapan pernikahan bagi manusia.
Dengan pernikahan pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat.
Dalam pernikahan ikatan suami-istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh
atau disebut dengan misaqgon galizan (perjanjian yang kokoh).2

Pada prinsipnya tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1

Tahun 1974 yaitu ucapan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

L Al-Qur’an, Surat ar-Rum ayat 21, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur’an,
al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 2005, hal.406.
2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 8 Maarif, Bandung, 1990, hal. 72.



sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.®

Namun, terkadang fenomena berbicara lain, perkawinan yang diharapkan
sakinah, mawaddah, warahmah ternyata karena satu dan lain hal, harus kandas di
tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta
suami istri sudah tidak dapat lagi didamaikan, maka Islam memberi solusi
dengan perceraian atau talak. Perceraian atau talak merupakan obat terakhir untuk
mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan
keluar yang layak untuk keduanya. Kendati dibolehkan Allah membenci

perceraian atau talak. Hadis Nabi Muhammad SAW :

i) 0.35) (BN Al i) Ui il o) e zabeag sl 401 Gt 401 gy BB 03 (0 s (0
(292

Artinya: "Allah tidak menghalalkan sesuatu yang paling dibencinya daripada
thalag". (HR. Abu Daud).

Namun jika perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya maka hal ini
dapat saja dilakukan, firman Allah SWT dalam Al-Qur’an :
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Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) kemudian mereka
(hampir) habis masa iddahnya maka bolehlah kamu pegang mereka

3 Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974, Arkola, Surabaya,
hal. 5.
4 Hadis Sunan Abu Daud, Jilid 111 Terj. Bey Arifin dkk, Assyifa, Semarang, 1992, hal. 87



(rujuk) dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang
baik. Dan janganlah kamu pegang mereka (rujuk semula dengan
maksud memberi mudarat, karena kamu hendak melakukan kezaliman
(ternadap mereka), dan siapa yang melakukan demikian maka
sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu
menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejek-ejekan (dan
permainan). Dan kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu,
(dan kenanglah) apa yang diturunkan kepada kamu yaitu kitab (Al-
Quran) dan ilmu hikmat, untuk memberi pengajaran kepada kamu
dengannya, dan bertagwalah kepada Allah serta ketahuilah
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu”.®

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP),

berusaha semaksimal mungkin mengendalikan dan menekan angka perceraian

kepada titik paling rendah. Walaupun demikian Undang-undang tersebut tidak

melarang perceraian hanya saja dipersulit pelaksanaannya. Artinya tetap

dimungkinkan terjadi perceraian jika seandainya benar-benar tidak dapat

dihindarkan dan itupun harus dilaksanakan secara baik dihadapan sidang

pengadilan.

Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang

menjelaskan keadaan yang dapat dijadikan alasan perceraian yakni :

a.

b.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan
lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa
izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah
perkawinannya berlangsung

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajiban suami istri.

Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.®

% Al-Qur’an, Surat al-Bagoroh ayat 231, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-

Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 2005, hal. 37.

6 Undang-undang Perkawinan, Op, Cit. hal.



Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dua alasan lagi yang termuat
dalam pasal 116 poin g dan h sebagai berikut :
a. Suami melanggar taklik talak
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak-rukunan dalam rumah
tangga.’

Adapun sigot taklik yang diucapkan suami setelah agad nikah kepada istri

adalah :
Sewaktu-waktu saya :
1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada
Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan
tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) sebagai ’iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu
kepadanya. Kemudian Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang
’iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid
(BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial .8

Dalam rumusan taklik talak ayat 2 di atas yaitu, atau saya tidak memberi
nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, menurut kamus umum Bahasa
Indonesia yang dimaksud kata nafkah mempunyai arti: belanja untuk memelihara
kehidupan, rezeki, makanan sehari-hari, serta uang belanja yang diberikan kepada
istri. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 80 ayat
(4) kewajiban suami terhadap istri yang salah satunya menetukan tentang nafkah
yang harus ia tanggung sesuai dengan penghasilannya antara lain:

a. nafkah , kiswah dan tempat kediaman bagi istri
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagai istri dan
anak

c. biaya pendidikan bagi anak

" Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Akademika Pressindo, Jakarta, 2001, hal. 115.
8 Kanwil Dep. Agama Prop. Sumatera Utara, Pedoman Ringkas Pelaksanaan Tugas PPN,
Wakil PPN dan P3N Propinsi Sumatera Utara, hal. 40.



dari uraian diatas, maksud rumusan yang paling tepat dan sesuai dengan
pengertian umum yang ada dalam masyarakat adalah seperti yang tersbut dalam
rumusan Kompilasi Hukum Islam yakni: Nafkah dalam arti sempit (makanan dan
minuman) kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tanga, biaya perawatan, dan
biaya pengobatan bagi istri.®

Tentang maksud rumusan sigotr taklik talak ayat 3 yaitu, menyakiti
badan/jasmani istri dapat juga ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Tahun
1975 pada pasal 19 yaitu, salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Menurut M. Yahya Harahap
Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tersebut pada dasarnya unsur-
unsurnya sebagai berikut:

a. berupa penganiayaan fisik;
b. tetapi dapat pula penganiayaan mental;
c. kadar kualitasnya:

- membahayakan kehidupan jasmani;

- atau menyengsarakan jiwa/rohani.

Dengan demikian Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah tersebut dapat
ditafsirkan bukan sekadar kekejaman atau penganiayaan fisik saja tetapi juga
kekejaman atas jiwa/rohani.'°

Apabila telah terjadi pengucapan sigot taklik talak yang dilakukan oleh
suami di depan istrinya, maka secara otomatis suami telah terikat dengan
janjinya. Hal ini telah ditegaskan di dalam al-Qur’an:
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® Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta,
2005, hal. 410.
10 1bid, hal. 414.



Artinya: “Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan
cara yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga ia
baligh (dewasa, serta layak mengurus hartanya dengan sendiri); dan

sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia),

sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya”.!!

Dalam proses pernikahan biasanya mempelai wanita ditanya apakah
mohon mempelai laki-laki mengucapkan taklik talak atau tidak, demikian halnya
dengan mempelai laki-laki. Dan hampir dapat dipastikan keduanya setuju agar
taklik talak dibacakan dan mempelai laki-laki membacakan sendiri taklik talak di
hadapan istri. Secara singkat taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan
pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian
yang telah diperjanjikan.

Meski bukan merupakan syarat namun Departemen/kementerian Agama
menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik
talak. Sigot taklik dirumuskan sedemikian rupa, untuk melindungi istri dari sikap
kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri
dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak
yang disebutkan dalam sigot taklik.'?

Apabila dikaitkan pembahasan taklik talak dengan adat budaya Kota
Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara dan
Padanglawas, memiliki nilai budaya malu yang cukup kuat. Jika terjadi konflik
dalam satu keluarga, maka para kaum kerabat ikut serta dalam menyelesaikan
konflik tersebut dengan cara mendamaikannya, melalui keterlibatan mereka
dalam acara-acara keluarga.®

Semakin besar konflik, semakin banyak kaum kerabat yang terlibat
menyelesaikannya. Dalam keadaan pelik, kadang-kadang mora bertindak sebagai
penyelenggara arbitrase, yang keputusannya harus diterima oleh semua pihak

1 Al-Qur’an, Surat al-Isra’ ayat 34, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-
Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 2005, hal.285.

12 Abdul Manan, Op,Cit, hal. 397.

13 Basyral Hamidi Harahap, Siala Sampagul, Pustaka, Bandung, 2004, hal. 66.



yang berkonflik. Sekalipun diakui bahwa konflik mengandung segi-segi positif,
namun menurut masyarakat tersebut, tetap memandang konflik sebagai aib.!*
Basyral Hamidi menyebutkan bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat
Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara dan Padanglawas, seperti
nilai budaya sirang (cerai) jarang sekali terjadi dalam masyarakat tersebut karena
itu merupakan konflik ataupun aib yang sangat besar. Apalagi gugat cerai tidak
dikenal sama sekali dalam budaya adat masyarakat tersebut.

Adanya taklik talak ini tidak bertentangan dengan budaya adat masyarakat
tersebut, tetapi saling mendukung. Budaya adat menekan angka perceraian sesuai
dengan jiwa undang-undang yang antara lain menganut asas mempersukar
terjadinya perceraian.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa
perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: karena kematian, karena
perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena
perceraian, di Indonesia pada umumnya menggunakan lembaga talak (cerai talak).
Namun tidak sedikit pula yang putus karena putusan pengadilan, diantaranya
adalah gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak. Gugat cerai adalah
cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar
perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Dalam agama Islam dapat berupa
gugatan karena suami melanggar taklik talak, gugatan karena syigaq, fasakh dan
gugatan karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Setelah penulis melakukan studi pendahuluan di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan ternyata data yang didapatkan mulai dari tahun 2006 sampai
dengan 2009 kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama tersebut
berjumlah 624 kasus. Dari seluruh kasus tersebut, 66,35% (414) diantaranya

adalah kasus gugat cerai yang dilakukan pihak istri, dan ternyata 210 kasus

1% Ibid, hal. 30.



termasuk di dalamnya adalah masalah gugat cerai akibat pelanggaran taklik talak
yang dilakukan oleh suami.’® Banyaknya kasus perceraian karena adanya gugatan
perceraian dari pihak istri khususnya pada masalah gugat cerai disebabkan
pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami tersebut, mendorong penulis untuk
melakukan penelitian “PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN  (Studi Kasus di  Pengadilan  Agama

Padangsidimpuan)”.

B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimanakah taklik talak dalam persfektif hukum Islam?
2. Apakah jenis pelanggaran taklik talak yang lebih dominan sebagai alasan
perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
3. Faktor apa saja yang melatar-belakangi terjadinya pelanggaran taklik talak di

Pengadilan Agama Padangsidimpuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana taklik talak dalam persfektif hukum Islam
2. Untuk mengetahui poin taklik talak yang paling banyak dilanggar oleh suami
sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
3. Untuk mengetahui faktor yang melatar-belakangi terjadinya pelanggaran
taklik talak di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
Sedangkan kegunaan penulis melaksanakan penelitian skripsi ini adalah

sebagai berikut:

15 Data Administrasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, tahun 2006-2009.



1. Sebagai kontribusi pemikiran seputar pelanggaran taklik talak.

2. Sebagai bahan informasi dan komperatif kepada peneliti lain yang memiliki
keinginan membahas pokok masalah yang sama.

3. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang
dipakai dalam judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara dan lain sebagainya) yang melanggar
(Undang-undang dan sebagainya).

2. Taklik Talak adalah pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji
yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan).

3. Perceraian adalah perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri)’

4. Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah salah satu lembaga kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam di tingkat Kota
Padangsidimpuan.

5. Studi Kasus adalah penelitian ilmiah yang mengkaji tentang keadaan yang
sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.

Dengan demikian yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah

"Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di

Pengadilan Agama Padangsidimpuan)".

16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai
Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 1124.

17 Abdul Manan, Op,Cit, hal.208.

18 |bid, hal. 513.



E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang
dikemukakan sesuai dengan sasaran yang diteliti, maka pembahasan skripsi ini
dibagi kepada beberapa bab dan tiap bab terdiri dari sub bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan dengan sub bab latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan
diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab dua dibahas landasan teoritis yaitu sebagai pijakan dalam
memahami penelitian taklik talak dalam tinjauan fikih yang terdiri dari pengertian
taklik talak, dasar hukum taklik talak, macam-macam taklik talak, tujuan taklik
talak, dan perbedaan pendapat tentang taklik talak. Kemudian taklik talak dalam
tinjauan perundang-undangan yang terdiri dari taklik talak menurut Undang-
undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan yang terakhir taklik talak menurut
Kompilasi Hukum Islam.

Bab tiga adalah metode penelitian, membicarakan langkah-langkah yang
akan dilakukan di lapangan. Adapun sub bab pembahasannya terdiri dari
gambaran umum lokasi penelitian jenis penelitian, obyek dan informan penelitian,
instrumen pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Bab empat adalah hasil penelitian sebagai jawaban yang diteliti yaitu kasus
gugat cerai yang disebabkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan, alasan-alasan pelanggaran taklik talak yang menyebabkan
terjadinya gugat cerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan serta analisa.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB 11
TAKLIK TALAK DALAM PERSPEKTI HUKUM ISLAM

A. Taklik Talak Dalam Tinjauan Fikih
1. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut
bahasa talak atau iflaq berarti melepaskan ikatan, meninggalkan, dan
memisahkan.’® Sedang menurut syara’ yang dimaksud talak ialah
memutuskan tali perkawinan yang sah.?® Di zaman Jahiliah istilah talak
digunakan untuk memisahkan ikatan suami istri.

Taklik adalah perjanjian, pernyataan.?! Selain itu taklik atau mu allag
dapat juga diartikan dengan bergantung. Dengan demikian pengertian taklik
talak adalah adanya pernyataan jatuhnya talak sesuai dengan janji yang telah
diucapkan karena melanggar janji pernikahan, atau talak yang jatuhnya
digantungkan kepada suatu syarat.?? Taklik talak adalah adanya talak yang
digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan
perjanjian.?

Taklik talak merupakan suatu talak yang digantungkan dengan suatu
peristiwa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Contohnya bila
seorang suami mengucapkan talak diiringi dengan kata syarat atau yang
semakna dengannya, seperti jika kamu pergi ke ....... (menyebut nama suatu
tempat), maka kamu lepas. Dengan kata-kata ini talak belum lagi jatuh,

kecuali bila istri itu betul-betul pergi ke tempat yang disebutkan suami dalam

19 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,
2001, hal. 53.

20 Anshori Umar, Figh Wanita, Assyifa’, Semarang, 1986, hal.386.

21 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
2001, hal. 1124.

22 Sayyid Sabiq Figh Sunnah Jilid 8, Maarif, Bandung, 1990, hal, 38.

23 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 7.



ucapan talaknya. Karena suami itu telah menggantungkan terjadinya
perceraian bila istrinya itu pergi ke sana.?*
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa taklik talak

adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara.

2. Dasar hukum taklik talak

Taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diucapkan
oleh suami atas dasar adanya kesepakatan antara suami istri. Jika perjanjian
tersebut dilanggar oleh suami, maka suami telah melakukan perbuatan nusyus
terhadap istrinya. Yaitu suami tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
yang telah diucapkannya pada saat pembacaan taklik talak.

Adapun mengenai dalil taklik talak ini, berkaitan dengan perbuatan
nusyus yang dilakukan suami, sebagaimana yang terkandung di dalam surah
an-Nisa’ ayat 128 sebagai berikut :

a. Firman Allah SWT:
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Artinya:  “ Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya
mengadakan  perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyus dan sikap tak
acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan”?

24 Anshori Umar, Op, Cit, hal. 402.
% Al-Qur’an, Surat An-Nisa’, ayat 128, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-
Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 2005, hal. 99.



Dalam “Al-Qur’an dan Terjemahannya” terdapat keterangan bahwa
jalan yang ditempuh apabila suami nusyus seperti acuh tak acuh, tidak mau
menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian bisa
dilakukan dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara
waktu agar suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik.

Menurut Sayuti Thalib, ayat ini dijadikan dasar untuk merumuskan
tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian
perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara
untuk menyelesaikan apabila suami melakukan nusyus. Jadi adanya taklik
talak, atau perjanjian perkawinan lainnya adalah dalam rangka menyelesaikan
kalau-kalau suami melakukan nusyus.?®

Selanjutnya dalil taklik talak ini dapat kita jumpai di dalam Al-qur'an
sebagai berikut:
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Artinya : "Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan
Dengan cara yang baik  (untuk  mengawal dan
mengembangkannya), sehingga ia baligh (dewasa, serta layak
mengurus hartanya dengan sendiri); dan sempurnakanlah
perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya
perjanjian itu akan ditanya".?’

Dari pengertian ayat di atas tersebut dapat kita pahami bahwa ayat ini
dapat dijadikan sebagai dalil taklik talak karena telah disebutkan pada pasal 45

Kompilasi Hukum Islam bahwa taklik talak itu merupakan salah satu bentuk
perjanjian perkawinan, dan setiap perjanjian itu sipatnya mengikat.

272.

% Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 271-

27 Al-Qur'an, Surat al-Isra’ ayat 34, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an,

al-qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 2005, hal. 285.



Sedangkan menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip Amiur,
taklik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan
tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan
perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian
itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak dianggap sah untuk
semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah
disepakati itu maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk

oleh pihak yang berwenang.?®

b. KHI pasal 45 dan 116

Lebih teknis lagi taklik talak itu dapat kita lihat di dalam Kompilasi
Hukum Islam pada pasal 45 sebagai berikut : Kedua calon mempelai dapat
mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1) Taklik talak.
2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian di dalam pasal 116 KHI disebutkan bahwa taklik talak
merupakan salah satu alasan perceraian yang dapat diajukan oleh pihak istri
ke Pengadilan Agama, apabila suami melanggar taklik talak tersebut. Adapun
bunyi pasal 116 KHI tersebut :

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sulit dissmbuhkan.

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya.

3) Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah
perkawinannya berlangsung.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajiban suami istri.

28 Amiur Nuruddin, dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 212



6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.
7) Suami melanggar taklik talak.
8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak-rukunan dalam
rumah tangga.
Dari sekian alasan-alasan tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai

berikut :

Ad. 1. Salah Satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
Perceraian dapat terjadi jika salah seorang pasangan suami istri

melakukan zina. Dalam hal ini pihak yang memberikan tuduhan bahwa
pasangannya telah melakukan perbuatan zina harus dapat membuktikan
tuduhannya sebagaimana termaktub dalam firman Allah Swt :
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Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama
Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang
benar”.?®
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Apabila tuduhan yang diajukan suami terhadap istrinya yang
melakukan zina tersebut diingkari oleh istrinya, maka istri diminta besumpah
empat kali, dan yang kelima adalah berkata siap menerima laknat Allah
apabila ia berdusta. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. Sebagaimana

termaktub dalam Al-Qur’an :
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2 Al-Qur’an, Surat An-Nuur, ayat 6, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-
Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 2005, hal. 350.



Artinya : “Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika
suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Istrinya itu
dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama

Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-

orang yang dusta”.*

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan zina yang
dilakukan salah seorang pasangan merupakan salah satu faktor untuk dapat

diajukan sebagai alasan perceraian.

Ad. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di
luar kemampuannya.

Jika salah seorang meninggalkan pasangannya selama dua tahun

berturut-turut tanpa kabar atau alasan yang jelas, maka hal itu merupakan
perbuatan yang menelantarkan pasangan dan keluarganya. Bahkan dapat
dikatakan bahwa salah satu pihak suami istri memang tidak ingin lagi
mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Jika hal tersebut terjadi,
misalnya suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin
dari pihak istri dan tanpa memberikan kabar serta alasan yang jelas, maka istri
dapat mengajukan perceraian dengan alasan tersebut di atas melalui
Pengadilan Agama.

Ad. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat
setelah perkawinannya berlangsung
Hukuman penjara yang diterima oleh salah seorang pasangan suami

istri selama lima tahun atau lebih akan menyebabkan pasangan yang
memperoleh hukuman tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan
kewajibannya terhadap pasangannya. Karena itu istri yang ditinggalkan oleh
suami karena masuk penjara dapat mengajukan gugat cerai terhadap suaminya

melalui Pengadilan Agama.

% Al-Qur’an, Surat An-Nuur, ayat 9, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-
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Ad. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.
Kekerasan dalam rumah tangga sering sekali terjadi kita dengar

melalui pemberitaan di televisi, yang mengakibatkan pihak istri misalnya
mendapatkan perawatan yang cukup serius dengan mengalami luka bakar
disekujur tubuhnya dan memar-memar, yang diakibatkan suami melakukan
penganiayaan terhadap istrinya. Seiring dengan banyaknya kasus tersebut,
maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan
Perundang-undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yyang
mempunyai akibat hukum jika dilanggar.

Demikian juga halnya di dalam KHI disebutkan apabila salah seorang
dari suami istri diperlakukan pasangannya secara kejam atau dianiaya maka
yang bersangkutan boleh mengajukan gugat cerai melalui Pengadilan Agama.
karena hal itu akan menyebabkan dirinya merasa terancam dan tidak akan
pernah memperoleh kedamaian, ketenteraman dan kebahagian dalam rumah

tangganya. Sebaliknya yang diperoleh adalah penderitaan dan ketakutan.

Ad. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
Apabila salah seorang dari suami istri mendapat cacat yang dapat

mengakibatkan  mereka tidak dapat melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya sebagai suami istri dapat mengganggu keharmonisan dan
kebahagian rumah tangga. Oleh sebab itu seorang istri dapat mengajukan
gugat cerai terhadap suaminya, jika suami tersebut memiliki cacat yang
menyebabkan dirinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
melalui Pengadilan Agama.

Ad. 6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.
Rumah tangga yang di dalammya terdapat suami istri yang terus-

menerus berselisih dan bertengkar dapat menjurus kepada kehancuran. Islam



menganjurkan kepada pasangan suami istri yang bertengkar dan berselisih

untuk berdamai. Dalam Al-qur’an Allah Swt berfirman:
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Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka Kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Mengenal”.3
Seorang istri yang tidak tahan terhadap perselisihan dan pertengkaran
yang sering terjadi dalam rumah tangganya, dan dirinya merasa terancam
karena perselisinan dan pertengkaran tersebut, maka ia dapat mengajukan

gugat cerai terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama.

Ad. 7. Suami melanggar taklik talak

Taklik talak adalah salah satu bentuk perjanjian perkawinan dan
sekaligus sebagai alasan perceraian. Taklik talak sebagai alasan perceraian
telah melembaga di Indonesia sejak ditetapkan oleh Menteri Agama RI,
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990. Lembaga
taklik talak dapat menolong kaum wanita dari perbuatan sewenang-wenang
kaum laki-laki.

Setelah ditetapkannya taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian,
maka dapat disimpulkan jika suami melanggar taklik talak tersebut, istri dapat
mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama. Pada pasal 46
ayat 2 dijelaskan bahwa “apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak

betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak

81 Al-Qur’an, Surat An-Nisa’ ayat 35, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-
Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 2005, hal. 84.



sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan
Agama”.® Dengan demikian jika suami tidak mematuhi taklik talak, maka

istri berhak mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.

Ad. 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak-rukunan
dalam rumah tangga
Apabila seorang suami beralih agama atau murtad berarti istri tidak

seiman lagi dengan suaminya. Pasangan suami istri yang berbeda keyakinan
tersebut tidak akan memperoleh ketenteraman dalam keluarganya. Dengan
demikian istri yang masih beragama Islam dapat mengajukan gugat cerai
terhadap pasangannya melalui Pengadilan Agama.

3. Macam-macam taklik talak

Taklik talak ada dua macam vyaitu:

a. Taklik gasamy adalah taklik yang dimaksudkan seperti janji karena
mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu
perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Jika dilihat dari segi substansi
(isi) taklik talak merupakan perjanjian untuk memberikan dorongan
berbuat yang baik terhadap istri sekaligus mencegah berbuat aniaya dan
sejenisnya terhadap istri, maka perjanjian itu dapat dimaknai sumpah
terhadap istri, untuk berbuat baik dan mencegah berbuat aniaya.

Karena taklik talak dapat dimaknai sumpah, maka jika sumpah dilanggar
akan mendapat sanksi. Oleh karena itu melanggar taklik talak itu
mendapat sanksi.

b. Taklik syaryy adalah taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak
jika telah terpenuhi syaratnya.®® Adapun yang ditekankan dalam hal ini

adalah tindakan konkrit, jika suami melanggar apa yang ditentukan dalam

32 Instruksi Presiden RI tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan
Agama, 2000, hal.27.
33 Sayyid Sabig, Op,Cit, hal. 39.



taklik talak, maka istri telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugat
cerai sebagai sanksi atas pelanggaran taklik talak yang telah dijanjikan
suami atau disumpahkan suami terhadap dirinya.

Adapun syarat sahnya talak taklik ada tiga yaitu:

a. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi dikemudian hari.

b. Hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhi talak.

c. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam

pemeliharan suami®*

Cakupan syarat taklik talak adalah suatu tindakan yang mungkin
terjadi, bukan yang mustahil terjadi. Demikian halnya saat pengucapan
taklik talak dan ketika perkara yang ditaklikkan terjadi istri ada dalam
tanggungjawab suami. Dalam arti talak hanya berlaku bagi mereka yang
memiliki ikatan perkawinan, tidak dibenarkan seorang laki-laki
mengucapkan talak kepada perempuan yang bukan dalam ikatan

perkawinan dengannya.

4. Tujuan Taklik Talak

Taklik talak dapat dijadikan dasar hukum sebagai alasan perceraian,
yang sekali-kali dapat diajukan oleh istri apabila telah terjadi pelanggaran
taklik talak yang dilakukan suami. Hal ini bertujuan untuk melepaskan kaum
wanita dari perbuatan sewenang-wenang kaum laki-laki. Sebagaimana dahulu
banyak terjadi di daerah Minangkabau, banyak perempuan yang hidup
terkatung-katung, tidak pernah bergaul dan tidak pernah diberi nafkah oleh
suami, tetapi tidak pula diceraikan.®® Pada saat perkara seperti ini diajukan ke

Pengadilan Agama, hakim mengalami kesulitan mencari dasar hukumnya

% 1bid, hal. 38.
% Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
Kencana, Jakarta, 2005, hal 401.



karena pada saat itu alasan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak

tidak ada dimuat dalam peraturan perundang-udangan.

5. Perbedaan pendapat tentang taklik talak

a. Pendapat pertama

Para imam mazhab ( Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad bin
Hanbal) sependapat, apabila seseorang men-taglik-kan talak yang berada
dalam wewenangnya dan memenuhi persyaratan, maka taklik itu sah, baik
taklik itu berupa sumpah maupun berupa syarat biasa.*

Adapun dalil mereka yang mengatakan bahwa taklik itu sah, baik
berupa sumpah maupun syarat, terdapat dalam Al-qur’an, dan Hadis,
Adapun hujjah dari Al-Qur’an yaitu:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua perjanjian yang
mengikat.......... 87

Dari penjelasan ayat di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa taklik

talak adalah salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang sifatnya mengikat
bagi suami, dan harus dipenuhi oleh suami dalam kehidupan berumah
tangga. Sedangkan dari Hadis disebutkan dalam kitab Shahih Bukhari yaitu:
ZoA3 al () s die ity 38 Can A ) e Gl JBy Can A o) A3 4l el Ja ) Gl a8l J
B(s sl o) 5 ). o uld

Artinya : Dari Nafi;, ia berkata, “seorang laki-laki menthalag istrinya
langsung jika ia keluar”. Lalu Ibnu Umar berkata, “jika wanita
itu keluar, ia menjadi ba’in dari suaminya. Akan tetapi, jika
istrinya tidak keluar, tidak berbekas apa-apa.

% Mahmud Syalthut, Figh Tujuh Mazhab, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 218.

87 Al-Qur’an, Surat Al-Maidah ayat 1, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-
Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 2005, hal. 106.
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b. Pendapat kedua

Menurut Ibnu Hazm dua jenis taklik talak di atas (taklik gasamy dan
taklik syarzy) keduanya tidak sah dan ucapannya tidak mengandung akibat
apa-apa,® dengan alasan bahwa Allah telah mengatur secara jelas mengenai
talak. Sedangkan taklik talak tidak ada tuntunannya dalam al- Qur’an
maupun dalam hadis, tiap-tiap talak yang tidak jatuh pada saat
menjatuhkannya mustahil jatuh sesudahnya pada waktu tidak dijatuhkannya,
tidak ada sumpah, kecuali apa yang dinamakan sumpah oleh Allah sendiri
dan Allah telah menetapkan kifarat terhadap orang yang melanggar sumpah.
Padahal ada orang-orang yang bersepakat bahwa melanggar sumpah dengan
talak tidak ada kifaratnya. Hal itu secara yakin menunjukkan bahwa yang
demikian itu bukan sumpah.*
c. Pendapat ketiga

Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa taklik talak
yang berarti janji dipandang tidak berlaku sedang orang yang
mengucapkannya wajib membayar kifarat dengan memberi makan sepuluh
orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka dan jika tidak, maka ia
wajib berpuasa selama tiga hari. Mengenai talak bersyarat keduanya
berpendapat bahwa talak bersyarat dianggap sah, apabila yang dijadikan

persyaratan telah terpenuhi.*!

B. Taklik Talak Dalam Tinjauan Perundang-undangan
1. Taklik talak menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974
Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak
ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang

taklik talak dalam kapasitasnya sebagai dasar perjanjian perkawinan maupun

%9 Sayyid Sabig, Op,Cit, hal. 39.
40 Mahmud Syalthut, Op,Cit, hal. 219-220.
41 Sayyid Sabig, Op,Cit, hal.39.



sebagai alasan perceraian, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di
dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada aturan yang mengatur
bahwa taklik talak itu termasuk perjanjian. Pasal 29 Undang-undang ini hanya
menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan
perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya
pada pasal (29) ditekankan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak
termasuk taklik talak di dalamnya. Adapun bunyi pasal (29) secara lengkap
adalah sebagai berikut:

a. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan
oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas
hukum, agama dan kesusilaan

c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah,
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan
perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sedangkan alasan perceraian dalam Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak mengatur taklik talak sebagai alasan
perceraian. Alasan perceraian menurut Undang-undang ini dalam penjelasan
pasal 39 ayat (2) adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa
izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar
kemauannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

f.  Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan
tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.



Dari penjelasan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
pasal 39 ayat (2) di atas, terjadinya perceraian apabila salah satu pihak suami
istri melanggar ketentuan pasal tersebut, dan hal itu harus diajukan oleh salah
satu pihak suami istri berupa bentuk gugatan perceraian ke Pengadilan
Agama.

. Taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam

Taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) diatur pada pasal 45 dan 46 secara khusus. Adapun bunyi pasal
45 dan 46 tersebut :
Di dalam pasal 45 disebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat
mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:
1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian pada Pasal 46 dijelaskan:

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Islam.

(2) Apabila keadaaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi
kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-
sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan
Agama.

(3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada
setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak
dapat dicabut kembali.

Pada pasal 51 disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian tersebut
memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya
sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Berkenaan dengan
perceraian, KHI menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai
alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan
Agama. Pasal 116 KHI menyebutkan beberapa alasan yang digunakan untuk

melakukan perceraian. Alasan yang disebutkan dalam KHI poin a hingga f



sama persis dengan alasan pada Undang-undang Perkawinan yang telah
diuraikan di atas. Nilai beda KHI terletak pada penambahan poin g (suami
melanggar taklik talak) dan h (peralihan agama atau murtad yang
menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga).

Jadi taklik talak ditinjau dari segi perundang-undangan diatur dengan
sangat jelas di dalam KHI sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan
sebagaimana disebutkan pada pasal 45. Dan pada pasal 116 KHI disebutkan
lagi pada poin (g) bahwa taklik talak adalah salah satu bentuk alasan

perceraian yang dapat diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, terletak
di Jalan H.T. Rizal Nurdin. KM. 7 Salambue. Padangsidimpuan. Kode Pos
22725

2. Dasar Hukum

a. Pengadilan Agama Padangsidimpuan dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 tahun 1957. Pengadilan Agama Padangsidimpuan
dibentuk setelah Mahkamah Syari’ah di Sibolga sebagai Keresidenan
dimulai dari daerah Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan sesuai dengan
Peraturan Pemerintan Nomor 45 tahun 1957. Selanjutnya pada tanggal |
Juli 1958 Pengadilan Agama di Padangsidimpuan terbentuk.

b. Kemudian terjadi pembaharuan nama dan wilayah hukum serta lokasi
Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Mahkamah
Syari’ah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama diatur
dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berubah menjadi

Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

3. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Padangsidimpuan
Pada awal kemerdekaan Indonesia, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah
dan Tapanuli Utara masih digabung menjadi satu keresidenan, yaitu
keresidenan Tapanuli yang berkedudukan di Sibolga. Karena itu Pengadilan
Agama didirikan di Sibolga.
Pada tahun 1957 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

1957 (Lembaran Negara Nomor 99 tahun 1957 Pengadilan Agama), maka di



daerah Tapanuli Selatan didirikan Pengadilan Agama, yaitu bertepatan pada
tanggal 1 Juli 1958. Sebagai pimpinan yang pertama adalah H. Dja’far Abdul
Wahab, M.A %2

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang
Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama menjadi salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman yang kedudukannya semakin kokoh dan mandiri.
Selain memikul tanggungjawab yang besar, Undang-Undang tersebut juga
mempertegas kedudukan dan kekuasaannya. Hal ini antara lain tampak dari
kedudukan Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang menjadi salah satu
bagian badan peradilan yang melaksanakan judicial power yang memiliki
produk yang sama dengan badan peradilan lainnya serta tidak memerlukan
pengukuhan Pengadilan Negeri lagi. Dalam hal ini pembinaan teknis
Peradilan Agama dilaksanakan Mahkamah Agung.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka
semua daya hukum, peraturan-peraturan yang beraneka ragam yang mengatur
badan Pengadilan Agama ditegaskan dalam bab 1V (ketentuan peralihan)
sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1991 yang menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk
menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pengadilan

Agama semakin terlindungi Undang-Undang.

Keadaan  Kepemimpinan dan Pegawai Pengadilan  Agama
Padangsidimpuan

Keberadaan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah cukup
panjang, yaitu dimulai sejak didirikan pada tanggal 1 Juli 1958 sampai dengan
sekarang tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Kota Padangsidimpuan dan
Tapanuli Selatan. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama

42 Data dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2010.



Padangsidimpuan di tengah-tengah masyarakat Kota Padangsidimpuan,
Tapanuli Selatan dan sekitarnya sudah mencapai usia 52 tahun.

Dalam perjalanan waktu yang sudah lima puluh dua tahun tersebut,
untuk  menggerakkan  roda  organisasinya, Pengadilan = Agama
Padangsidimpuan telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan
sejak berdirinya sampai dengan sekarang. Untuk mengetahui lebih jelas
pergantian kepemimpinan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan sejak tahun
1958 sampai dengan sekarang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL |
DAFTAR NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN SEJAK BERDIRI SAMPAI SEKARANG

Golongan | Pendidikan .
No Nama Terak%ir Terakhir Masa Bakli
1 2 3 4 5
01 | H. Dja’far Abdul Wahab I/a S2 1-7-1958 s.d.
1-4-1960
02 | H. Hamzah Nasution I/a Aliyah 1-4-1960 s.d.
1-9-1963
03 | H. Mukhtar Siddiq I/a Aliyah 1-9-1963 s.d.
1-10-1966
04 | Zainannur Bafagh /b Aliyah 1-10-1966 s.d.
20-9-1972
05 | Kari Hamzah BB I1/a Aliyah 20-9-1972 s.d.
30-11-1978
06 | Ashamad Hasibuan, B.A. I1/a Sarjana 30-11-1978 s.d.
Muda 26-10-1981
07 | Drs. Syahron Nasution Ii/d Sarjana 26-10-1981 s.d.
12-12-1992
08 | H. Arso, S.H. Ii/d Sarjana 12-12-1992 s.d.
12-4-1995
09 | Drs. Maraenda Harahap Ii/d Sarjana 12-4-1995 s.d.
18-5-1995
10 | Drs. Maruhan, M.S. I/c Sarjana 24-9-1996 s.d.
1-7-2002
11 | Drs. Hasan Basri Harahap IV/b Sarjana 24-9-1996 s.d.
1-7-2002
12 | Yasid Bustami DIt, S.H. IV/b Sarjana 1-7-2002
10-10-2005




13 | Drs. H. Mohd. Hidayat IV/a Sarjana 10-10-2005
Nassery 10-10-2006

14 | Drs. H. Aspan Pulungan, S.H. IV/b Sarjana 10-10-2006
s.d. sekarang

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, tahun 2010.

Padangsidimpuan telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 14

Kali. H. Dja’far Abdul Wahab memperoleh amanah menjadi pimpinan

Berdasarkan data di atas diketahui

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang pertama.

Selanjutnya keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama

Padangsidimpuan saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL Il

bahwa Pengadilan Agama

KEADAAN KEPEM1MPINAN DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN

No Nama Jabatan
1 Drs. H. Aspan Pulungan, S.H. Ketua

2 Drs. Nizamuddin, S.H. Wakil Ketua

3 Dra. Emmafatri, S.H. Hakim

4 Dra. Syamsidar, S.H. Hakim

5 Drs. Abdul Hamid Lubis Hakim

6 Dra. Rabiah Nasution Hakim

7 Niva Resna, S.Ag. Hakim

8 Yang Ariani, S.Ag. Hakim

9 Bainar Ritonga, S.Ag. Hakim

10 | Fadlah Mardiyah Pulungan, S.Hi. | Hakim

11 | Nelson Dongoran, S.Ag. Panitera Sekretaris
12 | Habiburrahman, S.Ag. Wakil Panitera

13 | Drs. Yahya Idris Juru Sita

14 | Dra. Sitiarum Nasution Panitera Pengganti
15 | Muhammad Anshor, S.H. Wakil Sekretaris
16 | Burhanuddin, S.H. Panmud Hukum
17 | Dra. Nurliani Panitera Pengganti
18 | Fatimah Ali, S.H. M.H. Panitera Pengganti
19 | Marhoddi Kaur Keuangan
20 | Nazaruddin, S.H. Kaur Umum

21 | Nuzul Lubis, S.H. Calon Hakim

22 | Hakim Nasution, S.H. Staf Panmud




Sumber: Papan data Pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan, tahun 2010

Dari tabel di atas diketahui bahwa pegawai Pengadilan Agama

Padangsidimpuan berjumlah 22 orang yang terdiri dan Ketua, wakil ketua,

Panitera/Sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris, panitera muda hukum,

kepala bagian umum, keuangan, fungsional hakim, panitera pengganti dan

juru sita.

4. Wilayah Kerja Pengadilan

Pada awal berdirinya pada tanggal 1 Juli 1958 sampai dengan

tebentuknya Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Mandailing

Natal, wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari

Kabupaten Tapanuli Selatan yang sekarang mencakup dua kabupaten yaitu

Kabupaten Padanglawas Utara dan Padanglawas dan satu kota tersebut.

Dengan adanya pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi dua

Kabupaten yakni Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Padanglawas

dan satu Kota, maka pada saat ini wilayah kerja Pengadilan Agama

Padangsidimpuan, mencakup wilayah Kota Padangsidimpuan, Kabupaten

Tapanuli  Selatan, Kabupaten Padanglawas Utara dan Kabupaten

Padanglawas. Dengan demikian wilayah kerja Pengadilan Agama

Padangsidimpuan terdiri dari seluruh kecamatan yang ada di Kota

Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padanglawas

Utara dan Kabupaten Padanglawas. Sebagaimana yang terdapat pada tabel

berikut ini:

TABEL Il
WILAYAH KERJA PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN

No Kecamatan

1 2

1 | Padangsidimpuan Utara

2 | Padangsidimpuan Selatan

3 | Padangsidimpuan Tenggara




4 | Padangsidimpuan Batunadua
5 | Padangsidimpuan Hutaimbaru
6 | Angkola Julu
-
8
9

Aek Bilah

Saipar Dolok Hole
Arse

10 | Sipirok

11 | Angkola Timur

12 | Batang Angkola
13 | Sayur Matinggi

14 | Angkola Selatan
15 | Angkola Barat

16 | Marancar

17 | Batang Toru

18 | Muara Batang Toru
19 | Ula Siapas

20 | Batang Onang

21 | Padang Bolak Julu
22 | Padang Bolak

23 | Halongonan

24 | Dolok

25 | Dolok Sigompulan
26 | Portibi

27 | Simangambat

28 | Huristak

29 | Barumun Tengah
30 | Lubuk Barumun
31 | Barumun
32 | Ula Barumun
33 | Sosopan
34 | Sosa
35 | Huta Raja Tinggi
36 | Batang Lubu Sutan
Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama
Padangsidimpuan, 2010.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa wilayah kerja Pengadilan
Agama Padangsidimpuan terdiri dari 6 Kecamatan yang ada di Kota

Padangsidimpuan, 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, 9



kecamatan yang ada di Kabupaten Padanglawas Utara dan yang terakhir 9
Kecamatan yang ada di Kabupaten Padanglawas .

Jika dihubungkan wilayah yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan
Agama Padangsidimpuan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada tersebut,
baik ia yang meliputi wilayah masyarakat Kota Padangasidimpuan,
Kabupaten Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara, dan Padanglawas, adalah
merupakan masyarakat yang berbudaya dan tiap-tiap daerah memiliki budaya
yang hampir sama, khsusunya dalam masalah sirang (perceraian).

Dalam konteks adat, sebelum lahirnya KHI perceraian sangat jarang
terjadi, karena pada masyarakat tersebut mempunyai budaya malu, nilai
kekerabatan yang tinggi serta nilai budaya religinya yang mantap. Dan
seandainya jika terjadi perceraian, hal itu dianggap sebagai salah satu aib yang
besar, begitu juga dampak pengaruh daripada perceraian ini bukan saja ikatan
suami istri putus, bahkan berimbas kepada hubungan kekerabatan yang
tadinya dijalin dengan sebab adanya ikatan perkawinan akan kandas ditengah
jalan, dan masalah perceraian tersebut akan mengundang konflik yang besar
di dalam keluarga tersebut.

Selanjutnya Basyral Hamidy Harahap mengemukakan bahwa
masyarakat yang disebutkan di atas paling tidak memiliki 9 nilai budaya.
Adapun nilai budaya tersebut serta kadar frekuensinya digambarkan sebagai
berikut:

1. Kekerabatan 35,39%
2. Religi 27, 46%
3. Hagabeon 16,02%
4. Hamajuon 4,93%
5. Hasangapon 4,58%
6. Hamoraon 4,05%
7. Hukum 3,35%
8. Pengayoman 2,11%
9. Konfilk 2,11%.



Jika dilihat nilai budaya yang 9 di atas, nilai budaya konflik berada
pada urutan ke sembilan dengan persentase yang sama dengan nilai budaya
pengayom, nilai ini memberi kesan bahwa konflik tidak banyak terjadi
dikalangan masyarakat yang menjadi wilayah kerja Pengadilan Agama
Padangsidimpuan, dikarenakan mereka mempunyai budaya malu yang cukup
kuat, sehingga apabila terjadi konflik di dalam satu keluarga tersebut, hal ini
merupakan suatu aib bagi keluarga itu. Dari sini dapat dipahami bahwa
konflik yang terjadi baik ia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut,
maupun di dalam kehidupan berumah tangga misalnya, terjadi percekcokan
antara suami isteri yang mengakibatkan terjadinya perceraian jarang sekali
terjadi, mengingat nilai budaya kekerabatan dan religi sangat kuat
pengaruhnya di dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Selanjutnya nilai budaya religi dalam masyarakat yang sangat kuat
tersebut juga mempengaruhi supaya tidak terjadi konflik di dalam masyarakat
tersebut, karena pendidikan agama Islam telah diperkenalkan kepada anak-
anak mereka dan dibesarkan di dalam suasana keagamaan yang mantap.

Nilai ini memberi kesan bahwa kasus-kasus sirang (perceraian) tidak
banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat tersebut, hal ini sangat erat
kaitannya dengan tingginya kadar nilai kekerabatan dan nilai religi yang

mampu menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga yang tenang.*?

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Masalah-masalah yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidimpuan
terdiri dari masalah-masalah perdata Islam seperti masalah nikah, talak/cerai,
kelalaian suami/isteri, dan ahli waris. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai

berikut:

43 Basyral Hamidy, Siala Sampagul, Pustaka, Bandung, 2004, hal. 66-67.



a. Nikah
Masalah nikah yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidimpuan
adalah:

a) lzin kawin,

b) dispensasi kawin,
c) izin poligami,

d) pencegahan kawin,
e) pengesahan nikah,
f) pembatalan nikah,
g) fasid nikah, dan

h) pendataan kawin lamar”.4*

Dari masalah-masalah yang disebutkan di atas, maka masalah yang
masuk ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada kurun waktu 2006
sampai dengan 2009 adalah izin poligami.*® Dengan demikian kasus tentang
izin kawin, dispensasi kawin, pencegahan kawin, pembatalan nikah dan
pendataan kawin lamar tidak ada selama kurun waktu tersebut.

b. Talak/cerai

Masalah cerai yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidimpuan

adalah:

a) Penetapan izin ikrar talak,
b) pengesahan talak,

c) talak,

d) cerai talak,

e) fasakh,

f) syigoq, dan

g) rujuk”.*

Kasus cerai/talak menempati urutan tertinggi dalam kasus yang
diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan sejak tahun

2006 sampai dengan tahun 2009.

4 Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan Op, Cit.
“ Ibid.
46 1bid.



c. Kelalaian suamif/isteri
Kelalaian suami isteri yang ditangani Pengadilan Agama
Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

a) mahar,

b) nafkah,

) mas kawin,

d) kiswah,

e) mut’ah,

f) harta bersama,
g) hadhanah,

h) asal usul anak,
1) keabsahan anak,

j) pencabutan kekuasaan orang tua”.*’

Masalah-masalah tersebut tidak ada yang ditangani Pengadilan Agama
Padangsidimpuan selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, kecuali
masalah Hadhanah.

d. Ahli waris

Masalah ahli  waris yang ditangani Pengadilan Agama

Padangsidimpuan terdiri dari:

a) Hal waris,
b) hibah,
¢) shadagah,

d) baitul mal, dan

e) wasiat”.*8

Masalah  kewarisan  yang  ditangani  Pengadilan  Agama
Padangsidimpuan dari tahun 2006 sampai dengan 2009 berjumlah 6 kasus.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa masalah yang ditangani Pengadilan
Agama Padangsidimpuan cukup beragam, mulai dari masalah nikah,

talak/cerai, kelalaian suami/isteri, dan ahli waris.

47 1bid.
“8 1bid.



B. Jenis Penelitian
Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan.*® Jenis
penelitian yang penulis gunakan adalah field research yaitu terjun langsung ke

lapangan guna mengadakan penelitian pada subyek yang dibahas.

C. Subyek dan Informan Penelitian

a. Adapun subyek penelitian masalah ini adalah seluruh berkas perceraian akibat
pelanggaran taklik talak yang terjadi di pengadilan Agama Padangsidimpuan
mulai dari tahun 2006-2009.

b. Informan penelitian
Informan penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang subyek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini
adalah majelis hakim di Pengadilan Agama dan aparat yang ada hubungannya

dengan masalah yang akan diteliti.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah hukum normatif, sebagai sumber
datanya hanyalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tertier.>°

Sesuai dengan judul di atas maka sumber datanya adalah sebagai berikut:
a) Sumber data sekunder yang terdiri dari tiga golongan yaitu:

1) Bahan hukum primer yaitu:
a) Kompilasi Hukum Islam
b) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990

¢) Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan

49 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktik, Rineka Cipta, Jakarta,
2006, hal. 10.

50 Amiruddin dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2004, hal. 118.



2) Bahan hukum sekunder yaitu:
a) Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan
Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2005.
b) Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta,
1998.
c¢) Kanwil Dep. Agama Prop. Sumatera Utara, Pedoman Ringkas
Pelaksanaan Tugas PPN, Awkil PPN dan P3N Propinsi Sumatera
Utara.
d) Mahmud Syalthut, Figh Tujuh Mazhab, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
e) Sayyid Sabig, Fikih Sunnah Jilid 8, Maarif, Bandung, 1990.
3) Bahan hukum tertier yaitu:
a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
b) Ensiklopedi

E. Instrumen Pengumpulan Data
Menurut  Soerjono  Soekanto  sebagaimana  dikutip  Amiruddin
menyebutkan, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data,
yaitu studi dokumen, studi pustaka dan wawancara atau interview.>!
a. Dokumentasi
Yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan
sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud adalah mengambil jumlah data
berupa berkas antara lain surat gugatan, surat keputusan perkara perceraian
akibat pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
b. Studi pustaka
Yaitu penelitian yang menggali dari bahan-bahan tertulis (khususnya berupa
teori-teori) berupa buku-buku atau bahan bacaan yang ada hubungannya

dengan masalah yang diteliti.

*! 1bid, hal. 67.



c. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (si

penanya) dengan si penjawab (panduan wawancara).>

F. Pengolahan dan Analisa Data
Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara
analisis dokumen dalam istilah lain disebut analisis isi (content analysis) atau
analisis informasi yang menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dokumen,
menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum, dengan menggunakan
langkah-langkah sebagai berikut.
1. Mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya.
2. Menyeleksi dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
3. Menghubungkan informasi dan data yang diperoleh satu sama lainnya untuk
memperoleh akurasi.
4. Memaparkan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan
secara deskriptif.
5. Menarik kesimpulan dari pembahasan data dengan menggunakan pola pikir
deduktif dan induktif
Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data ini,
tidak terlepas daripada teori-teori sosiologi hukum dalam masyarakat yang
menjadi wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

52 Muhammad Nasir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 234.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gugat cerai yang terjadi disebabkan Pelanggaran Taklik Talak di

Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Kebahagian, ketenangan, dan ketentraman dalam mengarungi hidup
berumah tangga adalah impian setiap pasangan suami isteri, begitu juga
sebagaimana disebutkan bahwa tujuan perkawinan itu tidak lain untuk
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun kadangkala
kebahagian itu berubah menjadi kesedihan yang berujung kepada perpisahan yang
disebabkan terjadinya perceraian diantara pasangan suami isteri.

Istilah cerai ini ada dua macam, yakni: diistilahkan dengan cerai talak dan
gugat cerai. Cerai talak adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak
suami, sedangkan gugat cerai yaitu perkara yang diajukan dari pihak isteri.
Perceraian ini dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor.

Kasus gugat cerai yang dilakukan isteri terhadap suaminya merupakan
perkara yang paling banyak diterima Pengadilan Agama Padangsidimpuan
dengan berbagai alasan, salah satunya dengan alasan pelanggaran taklik talak
yang dilakukan suami, sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam
pasal 116 huruf g. Angka perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama
Padangsidimpuan mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2009 berkisar 624 kasus.
Adapun perkara pelanggaran taklik talak yang masuk ke Pengadilan Agama
Padangsidimpuan mulai dari tahun 2006-2009 rata-rata 33,65%(210) kasus.

Pada tahun 2006 kasus gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak
yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjumlah 46 kasus.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



TABEL IV

KASUS GUGAT CERAI DISEBABKAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK
YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2006
No Bulan Jumlah Kasus Persentase
Sisa lalu 1 2,17%
1 | Januari 3 6,52%
2 | Pebruari 6 13,04%
3 | Maret 2 4,34%
4 | April 5 10,86%
5 | Mei 4 8,69%
6 | Juni 3 6,52%
7 | Juli 2 4,34%
8 | Agustus 4 8,69%
9 | September 3 6,52%
10 | Oktober 5 10,86%
11 | Nopember 4 8,69%
12 | Desember 4 8,69%
Jumlah 46 100%

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, tahun 2006.

Dari data di atas diketahui bahwa kasus gugat cerai disebabkan

pelanggaran taklik talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan

pada tahun 2006 berjumlah 46 kasus, yaitu 1 kasus merupakan sisa tahun 2005,

3 kasus bulan Januari, 6 kasus bulan Pebruari, 2 kasus bulan Maret, 5 kasus bulan

April, 4 kasus bulan Mei, 3 kasus bulan Juni, 2 kasus bulan Juli, 4 kasus bulan

Agustus, 3 kasus bulan September, 5 kasus bulan Oktober, 4 kasus bulan

Nopember dan 4 kasus bulan Desember. Dengan demikian setiap bulan pada

tahun 2006 ada kasus gugat cerai disebabkan pelanggaran taklik talak yang

diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Dari seluruh kasus perceraian tersebut yang sudah diputuskan Pengadilan

Agama Padangsidimpuan berjumlah 44 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini:




TABEL V
KASUS GUGAT CERAI DISEBABKAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK
YANG SUDAH DIPUTUS PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2006
No Bulan Jumlah Kasus Persentase
Sisa lalu 1 2,27%
1 | Januari 3 6,81%
2 | Pebruari 5 11,36%
3 | Maret 3 6,81%
4 | April 4 9,09%
5 | Mei 4 9,09%
6 | Juni 4 9,09%
7 | Juli 2 4,54%
8 | Agustus 4 9,09%
9 | September 3 6,81%
10 | Oktober 5 11,36%
11 | Nopember 3 6,81%
12 | Desember 3 6,81%
Jumlah 44 100%

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2006.

Dari data di atas diketahui bahwa dari 46 kasus gugat cerai disebabkan
pelanggaran taklik talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan
pada tahun 2006, sebanyak 44 kasus diputus pada tahun 2006. Sedangkan 1 kasus
dicabut oleh pemohon/penggugat. Selebihnya sebanyak 1 kasus belum diputus
dan dimasukkan kepada kasus yang diterima pada tahun 2007. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Burhanuddin/Panitera di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
diperoleh  penjelasan bahwa  “pencabutan gugatan yang dilakukan
penggugat/pemohon disebabkan adanya perdamaian antara suami isteri yang
akan bercerai di luar Pengadilan™. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar kasus gugat cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama
Padangsidimpuan pada tahun 2006 dapat diputus dan memiliki ketetapan hukum

pada tahun itu juga.

%3 Burhanuddin/Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan, wawancara, 22 Maret 2009, di

PA, Padangsidimpuan.




Pada tahun 2007 kasus gugat cerai disebabkan pelanggaran taklik talak
yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan ditambah dengan sisa
kasus tahun sebelumnya berjumlah 51 kasus, yaitu terdiri dari 1 kasus sisa tahun
sebelumnya (2006), dan 50 kasus yang diterima pada tahun 2007. Untuk
mengetahui lebih jelas kasus gugat cerai yang diterima Pengadilan Agama

Padangsidimpuan sepanjang tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL VI
KASUS GUGAT CERAI DISEBABKAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK
YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2007
No Bulan Jumlah Kasus Persentase
Sisa lalu 1 1,96%
1 | Januari 5 9,80%
2 | Pebruari 3 5,88%
3 | Maret 5 9,80%
4 | April 2 3,92%
5 | Mei 5 9,80%
6 | Juni 3 5,88%
7 | Juli 6 11,76%
8 | Agustus 3 5,88%
9 | September 2 3,92%
10 | Oktober 5 9,80%
11 | Nopember 4 7,84%
12 | Desember 7 13,72%
Jumlah 51 100%

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2007.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa kasus gugat cerai yang diterima
Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tahun 2007 berjumlah 51 kasus. Kasus
tersebut terdiri dan sisa tahun sebelumnya 1 kasus, diterima bulan Januari 5 kasus,
Pebruari 3 kasus, Maret 5 kasus, April 2 kasus, Mei 5 kasus, Juni 3 kasus, Juli 6
kasus, Agustus 3 kasus, September 2 kasus, Oktober 5 kasus, Nopember 4 kasus
dan Desember 7 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada



tahun 2007 setiap bulan Pengadilan Agama Padangsidimpuan menerima kasus
gugat cerai disebabkan pelanggran taklik talak.

Kasus gugat cerai yang diterima Pengadilan Agama Padangsidimpuan
selama tahun 2007 sebagian besar telah diputus dan memiliki ketetapan hukum.
Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL VII
KASUS GUGAT CERAI DISEBABKAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK
YANG SUDAH DIPUTUS PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2007
No Bulan Jumlah Kasus Persentase
Sisa lalu 1 2%
1 | Januari 4 8%
2 | Pebruari 4 8%
3 | Maret 3 6%
4 | April 4 8%
5 | Mei 5 10%
6 | Juni 3 6%
7 | Juli 6 12%
8 | Agustus 3 6%
9 | September 2 4%
10 | Oktober 5 10%
11 | Nopember 4 8%
12 | Desember 6 12%
Jumlah 50 100%

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2007.

Berdasarkan data di atas, diketahui dari 51 kasus gugat cerai yang diterima
Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tahun 2007, terdapat 50 kasus yang
telah diputus, yaitu pada bulan Januari sebanyak 5 kasus, Pebruari 4 kasus, Maret
3 kasus, April 4 kasus, Mei 5 kasus, Juni 3 kasus, Juli 6 kasus, Agustus 3 kasus,
September 2 kasus, Oktober 5 kasus, Nopember 4 kasus dan Desember 6 kasus.
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama
Padangsidimpuan setiap bulan melakukan putusan Pengadilan terhadap kasus

gugat cerai.



Selain kasus yang telah diputus Pengadilan Agama pada tahun 2007,
kasus gugat cerai yang dicabut gugatannya di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan tidak ada. Sedangkan sisanya diselesaikan pada tahun 2008.
Pada tahun 2008 kasus gugat cerai yang ditangani Pengadilan Agama
Padangsidimpuan berjumlah 55 kasus yang terdiri dan sisa tahun sebelumnya
sebanyak 1 kasus dan yang diajukan pada tahun 2008 berjumlah 54 kasus. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL VIII
KASUS GUGAT CERAI DISEBABKAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK
YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2008
No Bulan Jumlah Kasus Persentase
Sisa lalu 1 1,82%
1 | Januari 7 12,72%
2 | Pebruari 4 7,27%
3 | Maret 5 9,09%
4 | April 6 10,90%
5 | Mei 3 5,45%
6 | Juni 3 5,45%
7 | Juli 4 7,27%
8 | Agustus 5 9,09%
9 | September 4 7,27%
10 | Oktober 5 9,09%
11 | Nopember 3 5,45%
12 | Desember 5 9,09%
Jumlah 55 100%

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2008.

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2008 kasus cerai giigat yang
dterima Pengadilan Agama Padangsidimpuan disebabkan pelanggaran taklik talak
berjumlah 55 kasus, yang terdiri dari sisa tahun sebelumnya (2007) 1 kasus,
Januari 7 kasus, Pebruari 4 kasus, Maret 5 kasus, April 6 kasus, Mei 3 kasus, Juni
3 kasus, Juli 4 kasus, Agustus 5 kasus, September 4 kasus, Oktober 5 kasus,

November 3 kasus, dan Desember 5 kasus. Dari data tersebut dapat disimpulkan



bahwa pada tahun 2008 setiap bulan Pengadilan Agama Padangsidimpuan
menerima kasus gugat cerai disebabkan pelanggaran taklik talak paling sedikit 3
kasus.

Berdasarkan laporan tahunan tahun 2008, Pengadilan Agama
Padangsidimpuan tentang perkara pelanggaran taklik talak yang diputus, maka
dari 55 kasus perceraian yang diterima pada tahun 2008, kasus yang diputus

berjumlah 55 kasus sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

TABEL IX
KASUS GUGAT CERAI DISEBABKAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK
YANG SUDAH DIPUTUS PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2008
No Bulan Jumlah Kasus Persentase
Sisa lalu 1 1,82%
1 | Januari 5 9,09%
2 | Pebruari 4 7,27%
3 | Maret 5 9,09%
4 | April 6 10,90%
5 | Mei 4 7,27%
6 | Juni 4 7,27%
7 | Juli 3 5,45%
8 | Agustus 5 9,09%
9 | September 4 7,27%
10 | Oktober 5 9,09%
11 | Nopember 4 7,27%
12 | Desember 5 9,09%
Jumlah 55 100%

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2008.

Data di atas menunjukkan bahwa kasus yang diputus Pengadilan Agama
Padangsidimpuan berjumlah 55 kasus, yaitu pada bulan Januari sebanyak 6 kasus,
Pebruari, 4 kasus, Maret 5 kasus, April, 6 kasus, Mei 4 kasus, Juni 4 kasus, Juli 3
kasus, Agustus 5 kasus, September 4 kasus, Oktober 5 kasus, Nopember 4 kasus,
dan Desember 5 kasus. Sedangkan kasus yang dicabut penggugat/pemohon pada

tahun ini tidak ada. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh



kasus gugat cerai disebabkan pelanggaran taklik talak yang diajukan ke
Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tahun 2008 sudah diputus dan
memiliki kekuatan hukum.

Pada tahun 2009 kasus gugat cerai Yyang ditangani Pengadilan Agama
Padangsidimpuan disebabkan pelanggaran taklik talak berjumlah 58 kasus. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL X
KASUS GUGAT CERAI DISEBABKAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK
YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2009
No Bulan Jumlah Kasus Persentase
Sisa lalu -
1 | Januari 5 8,62%
2 | Pebruari 6 10,34%
3 | Maret 3 517%
4 | April 5 8,62%
5 | Mei 7 12,06%
6 | Juni 4 6,89%
7 | Juli 3 5,17%
8 | Agustus 3 5,17%
9 | September 2 3,44%
10 | Oktober 5 8,62%
11 | Nopember 7 12,06%
12 | Desember 8 13,79%
Jumlah 58 100%

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2009.

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2009 kasus cerai gligat
dikarenakan pelanggaran taklik talak yang dterima Pengadilan Agama
Padangsidimpuan berjumlah 58 kasus, yang terdiri dari bulan Januari 5 kasus,
Pebruari 6 kasus, Maret 3 kasus, April 5 kasus, Mei 7 kasus, Juni 4 kasus, Juli 3
kasus, Agustus 3 kasus, September 2 kasus, Oktober 5 kasus, November 7 kasus

dan Desember 8 kasus. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun



2009 setiap bulan Pengadilan Agama Padangsidimpuan menerima kasus gugat
cerai disebabkan pelanggaran taklik talak paling sedikit 2 kasus.

Berdasarkan laporan tahunan tahun 2009 Pengadilan Agama
Padangsidimpuan dari 58 kasus perceraian yang diterima pada tahun 2009, kasus
perceraian disebabkan pelanggaran taklik talak yang diputus berjumlah 56 kasus
sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

TABEL XI
KASUS GUGAT CERAI DISEBABKAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK
YANG SUDAH DIPUTUS PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2009
No Bulan Jumlah Kasus Persentase
Sisa lalu - -
1 | Januari 5 8,92%
2 | Pebruari 5 8,92%
3 | Maret 3 5,35%
4 | April 4 7,14%
5 | Mei 7 12,5%
6 | Juni 4 7,14%
7 | Juli 6 10,71%
8 | Agustus 3 5,35%
9 | September 5 8,92%
10 | Oktober 5 8,92%
11 | Nopember 5 8,92%
12 | Desember 6 10,71%
Jumlah 56 100%

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2009.

Data di atas menunjukkan bahwa kasus yang diputus Pengadilan Agama
Padangsidimpuan berjumlah 56 kasus, yaitu pada bulan Januari sebanyak 5 kasus,
Pebruari 5 kasus, Maret 3 kasus, April 4 kasus, Mei 7 kasus, Juni 4 kasus, Juli 6
kasus, Agustus 3 kasus, September 5 kasus, Oktober 5 kasus, Nopember 5 kasus,
dan Desember 6 kasus. Sedangkan kasus gugat cerai yang dicabut
pcnggugat/pemohon  berjumlah 2 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar kasus gugat cerai yang diajukan ke Pengadilan

Agama Padangsidimpuan pada tahun 2009 sudah diputus dan memiliki kekuatan



hukum. Dari hasil wawancara dengan Habiburrahman/Panitera Pengadilan
Agama Padangsidimpuan, diketahui bahwa “tidak semua kasus gugat cerai yang
diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan berakhir dengan perceraian,
tetapi ada juga yang berhasil didamaikan dan kembali bersatu dalam
keluarganya™™*,

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa dalam kurun waktu 2006-2009,
setiap bulan ada kasus gugat cerai disebabkan pelanggaran taklik talak yang

diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

B. Alasan-Alasan Pelanggaran Taklik Talak yang Menyebabkan Terjadinya
Gugat cerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
Alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian di
Pengadilan Agama Padangsidimpuan sangat beragam. Diantaranya adalah
poligami, tidak sehat, tidak ada tanggungjawab, salah satu pihak mendapat
hukuman penjara, cacat biologis, terjadi pertengkaran yang terus menerus dan
disebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami.
Adapun poin-poin dari pada pelanggaran taklik talak tersebut yaitu: meninggalkan
istri dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan
lamanya, menyakiti badan/jasmani istri dan terakhir adalah membiarkan (tidak
memperdulikan) istri enam bulan lamanya. Alasan-alasan yang disebutkan
tersebut dapat menyebabkan ketenangan, kedamaian dan kebahagian dalam
rumah tangga terganggu bahkan hancur. Karena itu faktor-faktor tersebut sering
dijadikan isteri sebagai alasan untuk melakukan gugat cerai terhadap suaminya
melalui Pengadilan Agama.
Faktor-faktor yang banyak dijadikan dasar untuk melakukan gugat cerai
disebabkan pelanggaran taklik talak adalah suami membiarkan (tidak

memperdulikan) istri enam bulan lamanya, menyakiti badan/jasmani istri, tidak

%% Habiburrohman/Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Wawancara, 23 Maret
2009, di P.A. Padangsidimpuan.



memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya, meninggalkan istri dua
tahun berturut-turut, dan yang paling banyak persentasenya adalah membiarkan
(tidak memperdulikan) istri enam bulan lamanya. Hal ini dapat dilihat dari alasan-
alasan yang menyebabkan terjadinya kasus gugat cerai disebabkan pelanggaran
taklik talak sepanjang tahun 2006 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

TABEL XII
ALASAN-ALASAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK YANG
MENYEBABKAN GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2006

No Alasan Gugat cerai Jumlah Persentase

1 Membiarkan (tidak memperdulikan) 20 43,47%
istri selama enam bulan

2 Meninggalkan  istri  dua tahun 4 8,69%
berturut-turut

3 Tidak memberi nafkah wajib selama 10 21,73%
tiga bulan lamanya

4 Menyakiti badan/jasmani istri 12 26,08%

Jumlah 46 100%

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2006.

Dari tabel di atas diketahui bahwa alasan-alasan yang menyebabkan
terjadinya kasus gugat cerai disebabkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan
Agama Padangsidimpuan selama tahun 2006 adalah membiarkan (tidak
memperdulikan) istri selama enam bulan sebanyak 20 kasus (43,47%),
meninggalkan istri dua tahun berturut-turut 4 kasus (8,69%), tidak memberi
nafkah wajib selama tiga bulan lamanya 10 kasus (21,73%) dan menyakiti
badan/jasmani istri 12 kasus (26,08%). Berdasarkan data tersebut dapat dipahami
bahwa alasan pelanggaran taklik talak yang paling banyak menyebabkan kasus
gugat cerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah membiarkan (tidak

memperdulikan) istri selama enam bulan.



Pada tahun 2007 alasan yang menyebabkan terjadinya kasus gugat cerai
disebabkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, hal
ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL XIlI
ALASAN-ALASAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK YANG
MENYEBABKAN GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2007

No Alasan Gugat cerai Jumlah Persentase

1 Membiarkan (tidak memperdulikan) 22 43,13%
istri selama enam bulan

2 Meninggalkan istri dua tahun 5 9,80%
berturut-turut

3 Tidak memberi nafkah wajib selama 7 13,72%
tiga bulan lamanya

4 Menyakiti badan/jasmani istri 17 33,33%

Jumlah 51 100%

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2007.

Dari tabel di atas diketahui bahwa alasan-alasan yang menyebabkan
terjadinya kasus gugat cerai disebabkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan
Agama Padangsidimpuan selama tahun 2007 adalah membiarkan (tidak
memperdulikan) istri selama enam bulan sebanyak 22 kasus (43,13%),
meninggalkan istri dua tahun berturut-turut 5 kasus (9,80%), tidak memberi
nafkah wajib selama tiga bulan lamanya 7 kasus (13,72%) dan menyakiti
badan/jasmani istri 17 kasus (33,33%). Berdasarkan data tersebut dapat
disimpulkan bahwa alasan pelanggaran taklik talak yang paling banyak
menyebabkan kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah

membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan.



Pada tahun 2008 alasan yang menyebabkan terjadinya kasus gugat cerai
disebabkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Padangsidimpuan,
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL XIV
ALASAN-ALASAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK YANG
MENYEBABKAN GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008

No Alasan Gugat cerai Jumlah Persentase

1 Membiarkan (tidak memperdulikan) 16 29,09%
istri selama enam bulan

2 Meninggalkan istri dua tahun 9 16,36%
berturut-turut

3 Tidak memberi nafkah wajib selama 12 21,81%
tiga bulan lamanya

4 Menyakiti badan/jasmani istri 18 32,72%

Jumlah 55 100%

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2008.

Data di atas menunjukkan sebanyak 16 kasus (29,09%) alasan yang
menyebabkan terjadinya kasus gugat cerai disebabkan pelanggaran taklik talak di
Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah membiarkan (tidak memperdulikan)
istri selama enam bulan, meninggalkan istri dua tahun berturut-turut 9 kasus
(16,36%), tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya 12 kasus
(21,81%), dan menyakiti badan/jasmani istri 18 kasus (32,72%). Berdasarkan data
tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan pelanggaran taklik talak yang paling
banyak menyebabkan kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
pada tahun 2008 adalah menyakiti badan/jasmani istri (penganiayaan).

Pada tahun 2009 alasan yang menyebabkan terjadinya kasus gugat cerai
disebabkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Padangsidimpuan,

dapat dilihat pada tabel berikut ini:



TABEL XV
ALASAN-ALASAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK YANG
MENYEBABKAN GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2009

No Alasan Gugat cerai Jumlah Persentase

1 Membiarkan (tidak memperdulikan) 25 43,10%
istri selama enam bulan

2 Meninggalkan istri dua tahun 7 12,06%
berturut-turut

3 Tidak memberi nafkah wajib selama 10 17,24%
tiga bulan lamanya

4 Menyakiti badan/jasmani istri 16 27,58%

Jumlah 58 100%

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 20009.

Dari tabel di atas diketahui bahwa alasan-alasan yang menyebabkan
terjadinya kasus gugat cerai disebabkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan
Agama Padangsidimpuan selama tahun 2009 adalah membiarkan (tidak
memperdulikan) istri selama enam bulan sebanyak 25 kasus (43,10%),
meninggalkan istri dua tahun berturut-turut 7 kasus (12,06%), tidak memberi
nafkah wajib selama tiga bulan lamanya 10 kasus (17,24%) dan menyakiti
badan/jasmani istri 16 kasus (27,58%). Berdasarkan data tersebut dapat
disimpulkan bahwa alasan pelanggaran taklik talak yang paling banyak
menyebabkan kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah
membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan.

Dari uraian di atas, mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2009 tampak
bahwa alasan pelanggaran taklik talak paling dominan yang menyebabkan
terjadinya gugat cerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah
membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan dan menyakiti
badan/jasmani istri (penganiayaan). Maksud daripada tidak memperdulikan istri

selama enam bulan adalah tidak adanya tanggungjawab suami terhadap keluarga.



Selanjutnya pelanggaran taklik talak yang banyak dilakukan suami
terhadap istri adalah menyakiti badan/jasmani istri (penganiayaan), sehingga
kasus tersebut banyak diterima oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan atas
gugatan yang diajukan oleh istri, karena penganiayaan ataupun kekerasan yang
terjadi dalam rumah tangga bisa berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis yang diterima oleh istri akibat
perlakuan suminya tersebut.>

Tidak adanya tanggungjawab suami terhadap keluarga dan terjadinya
penganiayaan membuat kondisi rumah tangga menjadi kurang harmonis, menurut
data yang ada di Pengadilan Agama Padangsidimpuan hal tersebut terjadi
disebabkan “tempat tinggal pasangan suami istri yang saling berjauhan sehingga
suami tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana
mestinya, malas bekerja, suami minum-minuman keras, main judi dan kurang
perduli terhadap keluarga™®®. Kondisi tersebut mendorong istri untuk melakukan
gugat cerai ke Pengadilan Agama terhadap suaminya, dengan alasan bahwa suami
telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah

berlangsung.

C. ANALISA
Dari data yang ada di Pengadilan Agama Padangsidimpuan diketahui
bahwa perkara yang paling banyak ditangani Pengadilan Agama
Padangsidimpuan sepanjang tahun 2006 sampai dengan 2009 adalah kasus gugat
cerai, diantaranya dengan alasan suami melanggar taklik talak mencapai rata-rata
33,65% (210) dari jumlah 414 kasus gugat cerai yang masuk ke Pengadilan
Agama Padangsidimpuan.

55 Lembaran Negara Republik Indonesia, UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

%6 Data dokumen kasus cerai gugat disebabkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan 2006-2009.



Dari hasil penelitian tersebut tampak bahwa alasan pelanggaran taklik
talak yang banyak dilanggar oleh suami adalah suami membiarkan (tidak
memperdulikan) istri selama enam bulan dan terjadinya penganiayaan dalam
rumah tangga. Selain itu suami tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan
lamanya dan meninggalkan istri dua tahun berturut-turut.

Jika ditelaah dari beberapa pelanggaran taklik talak tersebut, dapat
dipahami bahwa terjadinya pelanggaran taklik talak itu dikarenakan tidak adanya
keharmonisan di dalam rumah tangga, tidak adanya tanggungjawab suami
terutama dalam memberikan nafkah, dan terjadinya penganiayaan.

Seorang suami harus bertanggungjawab terhadap keluarganya.
Tanggungjawab tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk memberikan
nafkah kepada istri dan anggota keluarga lainnya. Menurut penulis, jika seorang
istri terus menerus tidak diberi nafkah sementara suami tidak berusaha untuk
bekerja, bahkan membiarkan istri untuk mencari sendiri kebutuhan keluarganya,
lama kelamaan istri akan merasa bahwa suaminya merupakan beban bagi dirinya
sehingga memutuskan lebih baik bercerai daripada terus-menerus hidup dalam
kesusahan. Oleh karena itu seharusnya suami berusaha untuk melakukan
pekerjaan apa saja yang dapat menghasilkan dalam menopang ekonomi
keluarganya.

Suami sebagai kepala keluarga tidak boleh berhenti untuk memikirkan dan
berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian pula
halnya dengan istri harus mampu mengelola keuangan keluarganya dan tidak
menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suaminya agar rumah tangga tetap
berlangsung harmonis dan tidak berakhir dengan perceraian.

Menurut  penulis, faktor yang menyebabkan suami  kurang
bertanggungjawab diantaranya adalah suami tidak memiliki pekerjaan tetap,
malas berusaha, dan kurang peduli terhadap keluarga.

Ketidak-harmonisan keluarga yang menyebabkan terjadinya gugat cerai di

Pengadilan Agama Padangsidimpuan antara lain disebabkan tempat tinggal suami



istri yang berjauhan, kurang lancarnya komunikasi atau keterbukaan antara suami
istri baik yang menyangkut pribadi, keluarga maupun keuangan, suami minum-
minuman Kkeras dan terjadinya pertengkaran antara suami istri.

Suami adalah pelindung bagi istrinya, karena itu tidak seharusnya suami
melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Jika hal itu terjadi dan suami tidak
berusaha memperbaiki perilakunya tersebut, maka wajar seorang istri melakukan
gugat cerai terhadap suaminya karena jika terus-menerus mendapat penganiayaan
suami, ia tidak akan mendapatkan kebahagian dalam rumah tangganya.

Jika dihubungkan masalah perceraian dengan nilai budaya yang ada pada
masyarakat yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Padangsidimpuan
antara lain: masyarakat Kota Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Padanglawas
Utara dan Padanglawas, telah mengalami perubahan nilai budaya yang semula
nilai budaya sirang (perceraian) jarang sekali terjadi dalam masyarakat tersebut
justru malah sebaliknya bahwa kasus yang banyak ditangani oleh Pengadilan
Agama Padangsidimpuan adalah masalah perceraian. Sebagaimana dikemukakan
oleh Baysral Hamidi di dalam bukunya yang berjudul Siala Sampagul disebutkan,
bahwa nilai budaya sirang (perceraian) sangat jarang sekali terjadi di dalam
masyarakat yang menjadi  kompetensi  relatif  Pengadilan  Agama
Padangsidimpuan, karena dalam masyarakat tersebut sangat menghargai nilai
kekerabatan termasuk diantaranya adalah kekerabatan yang dijalin dengan ikatan
perkawinan, begitu juga nilai religi sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat
tersebut, karena terhadap anak-anak telah diperkenalkan dan diajarkan agama
sejak usia dini dan menjalankan agama itu sendiri seperti membaca al-qur’an,
shalat dan lain-lain.

Perubahan nilai budaya tersebut bukanlah sesuatu yang mengherankan.
Karena sebagai tradisi hukum tidak tertulis, hukum adat bisa berkembang melalui

pengaruh budaya luar.>” Perubahan- perubahan yang terjadi pada masyarakat di

5 Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2008, hal. 65.



dunia dewasa ini, khususnya pada masyarakat Padangsidimpuan dan sekitarnya
merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat
kebagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern,
penemuan-penemuan baru dibidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, dan
modernisasi pendidikan yang terjadi disuatu tempat.

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut juga dapat
berpengaruh pada nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial dan pola-pola
perikelakuan. Terjadinya perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut
maka dengan sendirinya hukum yang berlaku tadinya juga akan berubah.5®

Jika pada awalnya nilai adat yang mendominasi dalam masyarakat
Padangsidimpun dan sekitarnya dalam masalah perceraian jarang sekali terjadi,
mengingat hubungan kekerabatan yang dijalin dengan ikatan perkawinan sangat
kuat pengaruhnya terhadap terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan teori
hukum sosiologi yang menyatakan: bahwa lahirnya hukum tersebut dicerminkan
dari kondisi sosial yang paling menonjol dalam masyarakat itu.

Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa nilai yang tertanam dalam
masyarakat tersebut dapat mengalami perubahan, sebagaimana disebutkan dalam
teori hukum sosiologi dengan istilah "teori hubungan antara perubahan-perubahan
sosial dengan hukum™®. Terjadinya perubahan nilai sosial di dalam masyarakat
tersebut dapat dikarenakan telah mempunyai sistem pendidikan yang maju,
penduduk yang hetrogen serta ketidak puasan masyarakat terhadap bidang
kehidupan yang tertentu, sehingga muncul pula hukum yang baru untuk mengatur
kehidupan sosial masyarakat tersebut.

Menurut penulis, pergeseran nilai yang terjadi dalam masyarakat
Padangsidimpuan dan sekitarnya berupa akibat positif dari meningkatnya
kesadaran para istri terhadap hak-hak mereka dalam keluarga. Boleh jadi karena

%8 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999,
hal. 87.
% 1bid, hal. 99.



tingkat pendidikan para istri semakin baik. Secara teoritis, perubahan sosial dapat
terjadi dengan dilatar-belakangi sistem pendidikan yang maju.

Jadi wajar saja kalau perkara pelanggaran taklik talak yang dilakukan
suami yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan, yang
lebih banyak diajukan istri ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan karena selain
istri mengerjakan pekerjaan di dalam rumah sebagai tugas istri ditambah lagi
harus bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari,
sementara pekerjan tersebut sudah menjadi kewajiban suami. Secara fisik istri
merasa bahwa suaminya merupakan beban bagi dirinya, sehingga si istri memilih
lebih baik bercerai daripada terus-menerus dalam kesusahan, oleh William
menyebutnya dengan "ketidaksahan" artinya suami gagal menjalankan kewajiban
peranannya sebagai suami sehingga istri kehilangan hak-haknya dalam rumah
tangga.®

Bila didekati dari aspek fungsional, bahwa pasangan suami-istri
mempunyai fungsinya masing-masing dalam menjalani kehidupan berumah
tangga, dan apabila hal tersebut dilaksanakan oleh suami-istri maka akan didapati
kehidupan rumah tangga yang selaras ataupun seimbang. Namun jika salah satu
suami-istri, dalam hal ini boleh dikatakan suami tidak menjalankan fungsinya
sebagaimana mestinya maka kehidupan keluarga tersebut akan mengalami
kepincangan, dan berakibat hancurnya keutuhan rumah tangga yang tadinya
dijalin dengan baik.

Disfungsi peran suami ditambah dengan kondisi psikis istri yang
mengalami kegoncangan akibat pelanggaran taklik talak oleh suami, menjadi
postulat hukum yang kuat untuk bergeser dari aturan adat yang jarang mengenal
cerai menjadi hukum resmi Negara yang mengakomodir gugatan cerai oleh istri,
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hak-hak istri®*

80 William J. Goode, SosiologiKeluarga, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 184
61 Ratno Lukito, Op, Cit, hal. 13.



Dengan dimuatnya taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian di
dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dalam pembentukannya tidak terlepas dari
perubahan kondisi sosial masyarakat Islam di Indonesia, hal itu juga menjadi
pegangan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara-perkara yang
menjadi kewenangannya yang dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991, yang menyatakan bahwa alasan pelanggaran taklik talak
adalah salah satu alasan istri untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.
Sebelumnya alasan tersebut tidak ada diatur di dalam Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut penulis, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Kota
Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara dan Padanglawas
khsususnya dalam masalah perceraian, dikarenakan adanya hukum yang mengatur
jika suami melanggar taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah
berlangsung, maka istri dengan alasan suami telah melanggar taklik talak bisa
mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Hal ini dibuktikan dari data yang
yang diperoleh penulis dilembaga Peradilan Agama Padangsidimpuan, bahwa
kasus yang paling banyak diterima mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2009
adalah mengenai gugat cerai dengan jumlah perkara mencapai 414 kasus.

Hal tersebut di atas menunjukkan serta memberikan penjelasan bahwa
nilai yang dianut dalam masyarakat tersebut telah mengalami perubahan, hal ini
disebabkan dari berbagai hal seperti; meningkatnya kualitas pendidikan istri serta
kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talak
berarti melepaskan ikatan, meninggalkan dan memisahkan. Sedang menurut
syara' yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah.
Sedangkan taklik adalah perjanjian, pernyataan. Dengan demikian taklik talak
adalah adanya pernyataan jatuhnya talak sesuai dengan janji yang telah
diucapkan karena melanggar janji pernikahan.

2. Adapun alasan poin-poin pelanggaran taklik talak yang dilanggar oleh suami,
sehingga terjadi gugat cerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada
tahun 2006 adalah suami membiarkan (tidak memperdulikan istri selama
enam bulan 43,47%, meninggalkan istri dua tahun berturut-turut 8,69%, tidak
memberi nafkah selama tiga bulan lamanya 21,73%, dan menyakiti
badan/jasmani istri 26,08%. Pada tahun 2007 alasan poin-poin pelanggaran
taklik talak yang dilakukan suami, sehingga terjadi gugat cerai di Pengadilan
Agama Padangsidimpuan adalah suami membiarkan (tidak memperdulikan
istri selama enam bulan 43,13%, meninggalkan istri dua tahun berturut-turut
9,80%, tidak memberi nafkah selama tiga bulan lamanya 13,72%, dan
menyakiti badan/jasmani istri 33,33%. Pada tahun 2008 yang menjadi alasan
poin-poin pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami, sehingga terjadi
gugat cerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah suami membiarkan
(tidak memperdulikan istri selama enam bulan 29,09%, meninggalkan istri
dua tahun berturut-turut 1636%, tidak memberi nafkah selama tiga bulan
lamanya 21,81%, dan menyakiti badan/jasmani istri 32,72%. Sedangkan pada
tahun 2009 yang menjadi alasan poin-poin pelanggaran taklik talak yang

dilakukan suami, sehingga terjadi gugat cerai di Pengadilan Agama



Padangsidimpuan adalah suami membiarkan (tidak memperdulikan istri
selama enam bulan 43,10%, meninggalkan istri dua tahun berturut-turut
12,06%, tidak memberi nafkah selama tiga bulan lamanya 17,24%, dan
menyakiti badan/jasmani istri 27,58%. Dengan demikian alasan pelanggaran
taklik talak yang paling dominan menyebabkan terjadinya kasus perceraian di
Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah suami membiarkan (tidak
memperdulikann) istri selama enam bulan dan terjadinya penganiayaan dalam
rumah tangga, sehingga mengakibatkan keutuhan rumah tangga tidak dapat
dipertahankan.

Sedangkan faktor yang melatar-belakangi terjadinya pelanggaran taklik talak
di Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah disebabkan suami tidak
mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga, dikarenakan suami tidak
memiliki pekerjaan tetap, malas berusaha, suami minum-minuman keras dan
terjadinya pertengkaran antara suami istri. Ditambah lagi meningkatnya
kualitas pendidikan istri serta kesadaran akan hak-hak dan kewajiban mereka

yang diabaikan oleh suami.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan skripsi ini, penulis mengajukan

saran-saran sebagai berikut :

1.

Kepada suami hendaknya bertanggung jawab terhadap keluarganya
terutama berusaha memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari
dan memberikan perhatian kepada istri dan anak-anaknya agar
keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga.

Kepada para istri hendaknya tidak buru-buru melakukan cerai gugat jika
ada masalah dalam keluarga, tetapi berupaya untuk menyelesaikannya

secara baik-baik agar keutuhan keluarga dapat dipertahankan.



Kepada suami istri hendaknya berusaha mencari jalan keluar dari masalah
yang dihadapi agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan dan tidak
berakhir dengan perceraian.

Kepada para hakim yang menangani kasus cerai gugat hendaknya selalu
berupaya untuk mendamaikan suami isti yang akan bercerai sehingga dapat

berdamai.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan

N o a ~ w b oe

©o

10.

Tanggal dan tahun berapa Pengadilan Agama ini didirikan?

Siapa yang berjasa dalam mendirikan Pengadilan Agama ini?

Bagaimana proses (sejarah) berdirinya?

Berapa jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama ini?

Berapa jumlah Panitera yang ada di Pengadilan Agama ini?

Berapa jumlah Pegawai yang ada di Pengadilan Agama ini?

Berapa jumlah dan apa saja kasus yang ditangani selama tahun 2006-
20097

Berapa jumlah kasus perceraian yang ditangani selama tahun 2006-2009?
Berapa jumlah kasus gugat cerai yang ditangani selama tahun 2006-2009?
Berapa jumlah kasus gugat cerai yang disebabkan pelanggaran Taklik
Talak selama tahun 2006-2009?

B. Wawancara Dengan Hakim atau Administrasi

1.

Apa saja alasan taklik talak yang menyebabkan terjadinya gugat cerai di
Pengadilan ini?

Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
gugat cerai disebabkan pelanggaran taklik talak?

Apa upaya yang dilakukan hakim untuk mendamaikan suami isteri yang
akan melakukan gugat cerai disebabkan pelanggaran taklik talak?



11.

111.
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